
 

  

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.664, 2019 KEMENKEU. Pengelolaan Barang Milik Negara 
yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja 

Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  89 /PMK.06/2019 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  

YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA  

KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Barang Milik Negara yang 

berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010; 

  b. bahwa untuk menyikapi perkembangan proses bisnis dan 

meningkatkan dukungan pemerintah pada industri hulu 

minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 perlu ditinjau 

kembali; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak 

Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533);  

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan 

Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 99); 
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6.  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 24); 

7.  Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN 

BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI 

PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN USAHA 

HULU MINYAK DAN GAS BUMI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.  Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama 

adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja 

sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang 

lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

2.  Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut 

Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk badan 

usaha tetap yang diberikan kewenangan untuk 

melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu 

wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan 

Pemerintah. 

3.  Kontraktor Alih Kelola adalah Kontraktor yang ditetapkan 

oleh Menteri Teknis selaku Kuasa Pengelola Barang 

untuk mengelola wilayah kerja eks Kontraktor yang 
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Kontrak Kerja Samanya berakhir. 

4.  Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

5.  Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang 

berasal dari Kontraktor yang selanjutnya disebut BMN 

Hulu Migas adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh oleh Kontraktor dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta sisa 

operasi dan sisa produksi sebagai pelaksanaan Kontrak 

Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah. 

6.  BMN Hulu Migas Eks Terminasi yang selanjutnya disebut 

BMN Eks Terminasi adalah BMN Hulu Migas yang 

berasal dari Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya 

telah berakhir. 

7.  Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disebut Menteri adalah Pengelola BMN Hulu 

Migas. 

8.  Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki 

kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan 

kekayaan negara. 

9.  Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, 

dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara. 

10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang 

selanjutnya disebut Menteri Teknis selaku Kuasa 

Pengelola Barang adalah menteri yang kewenangan, 

tugas, dan fungsinya meliputi kegiatan usaha hulu 

minyak dan gas bumi. 

11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang 

selanjutnya disebut Kementerian Teknis adalah 

kementerian yang kewenangan, tugas, dan fungsinya 

meliputi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 
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12. Unit Pengendali Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi yang selanjutnya disebut Unit Pengendali adalah 

unit yang dibentuk oleh Pemerintah untuk 

menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu 

minyak dan gas bumi. 

13. Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh yang 

selanjutnya disingkat BPMA adalah Unit Pengendali yang 

secara khusus dibentuk untuk melakukan pengelolaan 

dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu minyak 

dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah 

kewenangan Aceh (0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) 

mil laut). 

14. Pihak Lain adalah pihak selain Menteri, Menteri Teknis 

selaku Kuasa Pengelola Barang, Unit Pengendali, 

Kontraktor, Kontraktor Alih Kelola, dan pihak yang 

terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan usaha 

hulu minyak dan gas bumi.  

15. Pengelola BMN Hulu Migas yang selanjutnya disebut 

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 

serta melakukan pengelolaan BMN Hulu Migas. 

16. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 

rincian kebutuhan BMN Hulu Migas untuk 

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 

dalam melakukan tindakan yang akan datang. 

17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

mengelola dan menatausahakan BMN Hulu Migas untuk 

mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. 

18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN Hulu Migas 

yang belum atau tidak digunakan secara optimal dengan 

tidak mengubah status kepemilikan. 

19. Pemakaian Bersama antara Kontraktor dengan 

Kontraktor lain yang selanjutnya disebut Pemakaian 

Bersama adalah Pemanfaatan BMN Hulu Migas secara 

www.peraturan.go.id


